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PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi
Zo = z
Ll o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Gonngong, 13 Juli 1994, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tiggal di Kabupaten Banggai Laut,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bobolon, 04 Februari 1991,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Banggai Laut, sebagaiTergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register

perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PA Bgi, tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-
dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Oktober
2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kos-

kosan selama kurang lebih 2 (dua) Tahun di Desa Lampa, Kecamatan
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Banggai, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saudara
Kandung Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) Tahun di Desa Lampa,
Kecamatan Banggai dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa
Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama XXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Banggai, 19
Desember 2016, saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa dahulu pernikahan Penggugat hidup rukun dan bahagia namun
pada bulan Desember 2016 terjadi pertengkaran disebabkan karena
Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang
Penggugat temukan lansung Tergugat sedang berdua dengan wanita
selingkuhannya tersebut disebuah rumah kos-kosan di Desa Lampa,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan Kekerasan
fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT);

6. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka meminum minuman
keras sampai mabuk;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2019 dengan
masalah yaitu Tergugat memberikan uang Rp 50.000 kepada Penggugat
waktu pagi hari untuk dibelikan kebutuhan rumah tangga setelah
menjelang sore hari Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan
marah-marah kemudian Tergugat meminta kembali uang yang telah
diberikan kepada Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut
Penggugat pergi keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya
karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga)
Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir
dan bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa atas kondisi permasalahan rumah antara Penggugat dan Tergugat
yang telah dijelaskan pada point 4 sampai point 8 maka Penggugat
memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam

menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat;
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10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal
116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Hakim
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 20 Januari 2023 dan Nomor
20/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 31 Januari 2023, yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara
prodeo, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor
20/Pdt.G/2023/PA Bgi, tanggal 20 Januari 2023, Penggugat diizinkan untuk
berperkara secara prodeo yang biayanya dibebankan kepada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 13
Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut kemudian
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah
dinazegelen, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

B. Saksi:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gonggong,
Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan
selama kurang lebih 2 (dua) Tahun di Desa Lampa, dan terakhir tinggal
di rumah orangtua Tergugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

sudah tidak harmonis lagi;;
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- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena Penggugat datang
mengadu kepada saksi setelah dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa pemukulan itu terjadi saat Penggugat sedang hamil 9 (sembilan)
bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun
2019;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
tetap tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk
rukun lagi dengan Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan
Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kos-kosan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
Desa Lampa, Banggai Laut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka
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sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi sejak anak penggugat dan Tergugat berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat ada
hubungan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri tentang
peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun
2019 atau sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
tetap tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun
lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya
yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
20/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 20  Januari 2023 dan Nomor
20/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 31 Januari 2023 vyang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan
Desember 2016 disebabkan Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara
dengan wanita lain yang Penggugat temukan lansung Tergugat sedang berdua
dengan wanita selingkuhannya tersebut disebuah rumah kos-kosan di Desa
Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan apabila terjadi
pertengkaran Tergugat selalu melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah
Tangga (KDRT), serta Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka meminum
minuman keras sampai mabuk. Dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan
Maret 2019 dengan masalah vyaitu Tergugat memberikan uang Rp 50.000
kepada Penggugat waktu pagi hari untuk dibelikan kebutuhan rumah tangga
setelah menjelang sore hari Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk
dan marah-marah kemudian Tergugat meminta kembali uang yang telah
diberikan kepada Penggugat dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat
pergi keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya karena sudah tidak
tahan lagi dengan sikap Tergugat. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.
Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285
R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.,
sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau selama kurang
lebih 3 (tiga) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi
dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkabh;

5. Bahwa pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan

kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
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Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres
Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:
“Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang
harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri
terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang
terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara
suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim
menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti
yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya vyaitu “terus menerus”,
sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi
lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya,
karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi,
seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
merupakan bentuk kelanjutan atau kontinyuitas dari perselisihan dan
pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus

menerus” telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua,
dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak
berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang
dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa
unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian
rupa (broken marriage), yang sulit terwujutnya tujuan perkawinan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah
tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah
terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal
sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni
rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, oleh sebab itu unsur
yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh
karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada

mengharap suatu kemaslahatan.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat
dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni
menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat
berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-
dalil yang oleh Mejelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam
pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalagq halaman 121 yang berbunyi:

Sl aia Culla 13 W Aa o 0 e 428y Al 3 D8 _alEl e 35U Ll
Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan
dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:
Al ol adde gl b gildn g A ) paedill 1)

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:
’.]L.A.An J& _.‘9 e.&A". R ]JA.E. | ;J\.‘a
\ IR

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus
1991);
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai
adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui
instrumen hukum berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Bgi, tanggal 20
Januari 2023, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2023 sejumlah
Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
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Penutup

Demikian diputuskan di Banggai pada hari Senin, tanggal 6 Februari
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh Syamsul
IImi, S.H.l.,, M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.l., M.H., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Syamsul llmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp. 00.000,00
2 Proses Rp. 00.000,00
3. Panggilan Rp. 320.000,00
4. Meterai Rp. 00.000,00

Jumlah Rp. 320.000,00

Terbilang:  (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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